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menengah gun mencapai target kinerja
program prioritas RPJMD kabupaten /kota
yang menjadi tugas dan fungsi Perangkat
Daerah kabupaten /kota

14.

Perumusan rencana program, kegiatan,
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KATA PENGANTAR

Puji dan Syukur kita haturkan kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan
rahmat dan kesempatan kepada kami untuk dapat menyelesaikan
penyusunan Renstra tahun 2025-2029 Dinas Pengendalian Penduduk dan

Keluarga Berencana Kota Bandar Lampung.

Penyusunan Renstra adalah suatu keharusan bagi setiap PERANGKAT
DAERAH dalam rangka menindaklanjuti Perda Kota Bandar Lampung no.12
th 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah 2025-
2029 yang dituangkan dalam bentuk Rencana Program dan Kegiatan yang
akan dilakukan oleh PERANGKAT DAERAH pada lima tahun kedepan.
Dalam penyelesaian Renstra ini telah disesuaikan dengan alur dan
mekanisme yang telah ditetapkan sebagai panduan penulisan dan telah
disinkronkan dengan arah kebijakan Pemerintah Daerah Kota Bandar
Lampung sebagaimana yang tercantum dalam RPJMD Kota Bandar

Lampung.

Demikianlah sebagai pengantar dari kami, semoga dapat dipergunakan bagi

pihak yang membutuhkan, terima kasih.




LAMPIRAN 16

PERATURAN WALIKOTA

BANDAR LAMPUNG

NOMOR: 31 tahun 2025

TENTANG

RENCANA  STRATEGIS  PERANGKAT
DAERAH ( RENSTRA )

BAB 1
PENDAHULUAN

1.1Latar Belakang

Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-
undang Nomor 9 Tahun 2015 yang dimaksudkan untuk
mewujudkan pelaksanaan otonomi daerah dan Undang-Undang
Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan
Pembangunan Nasional (SPPN), mengamanatkan bahwa dalam
rangka penyelenggaraan Pemerintahan, Pemerintah Daerah
berkewajiban menyusun perencanaan pcembangunan daerah
secara sistematis, terarah, terpadu, menyeluruh dan tanggap
terhadap perubahan, sebagai satu kesatuan sistem perencanaan
pembangunan nasional. Perencanaan pembangunan daerah
tersebut meliputi Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah
(RPJPD) untuk jangka waktu 20 (dua puluh) tahun, Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) untuk jangka
waktu 5 (lima) tahun, Rencana Strategis (Renstra) Perangkat
Daerah jangka waktu 5 (lima) tahun dan Rencana Kerja
Pembangunan Daerah (RKPD) untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.

Pemerintah Kota Bandar Lampung merupakan salah satu
daerah otonom di wilayah Provinsi Lampung. Pemerintah Kota
Bandar Lampung saat ini telah memiliki Rencana Pembangunan
Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Bandar Lampung Tahun
2025-2045 yang tertuang dalam Peraturan Daerah Kota Bandar

Rencana Strategis Dinas PP dan KB Kota Bandar Lampung Tahun 2025-2029 I-1



2025-2045 yang tertuang dalam Peraturan Daerah Kota Bandar
Lampung Nomor 12 Tahun 2024 .RPJPD Kota Bandar Lampung
2025-2045 tersebut selanjutnya dijabarkan dalam Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Bandar
Lampung untuk kurun waktu 5 (lima) tahun sesuai periodesasi
Kepala Daerah Kota Bandar Lampung terpilih.

Tahapan RPJMD Tahun 2025-2029 merupakan tahapan
ke-4 dari RPJPD Kota Bandar Lampung tahun 2005-2029 atau
tahapan RPJMD terakhir periode jangka panjang dari tiga periode
RPJMD sebelumnya (2011-2015,2016-2021, dan 2021-2025).
Memperhatikan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Republik
Indonesia Nomor 640/16/SJ Tentang Penyusunan Dokumen
Perencanaan Pembangunan Daerah Pasca Pemilihan Kepala
Daerah Serentak Tahun 2024, maka untuk periodesasi RPJMD
Kota Bandar Lampung adalah Tahun 2025-2029.

Untuk merealisasikan RPJMD Kota Bandar Lampung
Tahun 2025-2029 yang merupakan komitmen politik kepala
daerah terpilih, maka ditindaklanjuti dengan perencanaan teknis
yaitu penyusunan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029
yang memuat tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan
kegiatan pembangunan sesuai dengan tugas dan fungsi perangkat
daerah berpedoman pada RPJMD dan bersifat indikatif.
Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun
2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi
Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan
Daerah tentang RPJPD dan RPJMD, serta Tata Cara Perubahan
RPJPD, RPJMD, dan RKPD pada Bagian Keenam, Tata Cara
Penyusunan Renstra Perangkat Daerah meliputi: (1) Persiapan
Penyusunan Renstra, (2) Penyusunan Rancangan Awal Renstra,
(3) Penyusunan Rancangan Renstra Perangkat Daerah, (4)
Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah,
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(5) Perumusan Rancangan Akhir Renstra Perangkat Daerah, dan
(6) Penetapan Renstra.

Renstra Perangkat Daerahmemiliki keterkaitan dengan
dokumen perencanaan baik ditingkat nasional, provinsi maupun
Kabupaten/Kota. Keterkaitan Renstra dengan RPJMD, Renstra
K/L dan Renstra Perangkat Daerah Provinsi, dan dengan Renja
yang dapat diuraikan bahwa penyusunan Renstra Perangkat
Daerah Kota Bandar Lampung mengacu pada tugas dan fungsi
perangkat daerah sesuai dengan Peraturan Daerah tentang
Perangkat Daerah Kota Bandar Lampung, Peraturan Walikota
tentang Tugas dan Fungsi, RPJMD Kota Bandar Lampung, dan
memperhatikan  Renstra  Kementerian/Lembaga,  Renstra
Perangkat Daerah Provinsi, Rencana Tata Ruang Wilayah Kota
Bandar Lampung, dan Hasil Kajian Lingkungan Hidup Strategis
(KLHS) RPJMD Kota Bandar Lampung.

Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
Kota Bandar Lampung sebagai lembaga teknis yang
mempunyai tugas pokok dan fungsi dalam perumusan
perencanaan pembangunan daerah memiliki peran dan fungsi
strategis dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian
pembangunan. Untuk mendukung pelaksanaan tupoksi Dinas
Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Bandar
Lampung diperlukan suatu dokumen rencanas trategis yang
memberikan arah kebijakan dan fokus program dalam lima
tahun mendatang. Dokumen Renstra Dinas Pengendalian
Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Bandar Lampung
Kota Bandar Lampung tersebut harus terintegrasi dengan
dokumen RPJMD Kota Bandar Lampung.

Renstra merupakan komitmen Dinas Pengendalian
Penduduk dan Keluarga Berencana yang digunakan sebagai
tolak ukur dan alat bantu bagi perumusan kebijakan

penyelenggaraan pemerintahan khususnya dalam kebijakan
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perencanaan pembangunan Kota Bandar Lampung serta
sebagai pedoman dan acuan dalam mengembangkan dan
meningkatkan kinerja sesuai dengan kewenangan, tugas pokok
dan fungsi Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga
Berencana dengan mempertimbangkan kekuatan dan
kelemahan yang dimiliki, serta peluang dan ancaman yang
dihadapi dalam rangka mendukung pencapaian visi Kota
Bandar Lampung, yaitu “Bandar Lampung Sehat, Cerdas,
Beriman, Berbudaya, Nyaman, Unggul, Berdaya Saing

Berbasis Ekonomi Untuk Kemakmuran Kerakyatan’.
1.2 Landasan Hukum

Rencana strategis (Renstra) Pengendalian Penduduk dan
Keluarga Berencana Kota Bandar Lampung disusun

berdasarkan

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959, tentang
Penetapan Undang- Undang Darurat Nomor 4 Tahun
1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1956 Nomor 55), Undang-Undang Darurat Nomor 5
Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1956 Nomor 56) dan Undang-Undang Darurat
Nomor 6 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik
Indonesia  Tahun 1956 Nomor 57), tentang
Pembentukan Daerah Tingkat II Termasuk Kotapraja
Dalam Lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera
Selatan sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73,
Tambahan Lembaran Negara Negara Republik
Indonesia Nomor 1821);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang

Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional

e e e R SIS e e L e e S P SR SR S S s S s )
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(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 4421);

3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang
Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4725) sebagaimana telah
diubah dengan Undang-Undang Nomor Nomor 6
Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan
Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2
Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-
Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 6856);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-
Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja
Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

5. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang
Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga
(Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5080);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 tentang

Tata Cara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup

S ——
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Strategis (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2016 Nomor 228, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5941);

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017
tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan
Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi
Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta Tata
Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka
Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah
Daerah Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017
Nomor 1312);

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun
2018 Tentang Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian
Lingkungan Hidup Strategis Dalam Penyusunan
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor
459);

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019
tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun
2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur
Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor
1447);

11. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan
Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan
Nasional Republik Indonesia Nomor Tahun 2024
tentang Rencana Strategis Kementerian Perencanaan

e e o e e e T
e e -
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12.

13.

14.

15.

16.

17.

Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan
Pembangunan Nasional Tahun 2025- 2029;

Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1-2850
Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga Atas
Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889
Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan
Invetarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan
Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan
Keuangan Daerah;

Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025
tentang Pedoman Penyusunan Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan
Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-
2029;

Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2023 tentang
Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Lampung
Tahun 2023-2043 (Lembaran Daerah  Provinsi
Lampung Tahun 2023 Nomor 14, Tambahan
Lembaran Daerah Provinsi Lampung Nomor 542);
Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 17
Tahun 2024 Tentang Rencana Pembangunan Jangka
Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Lampung Tahun
2025-2045;

Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor Tahun
2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah Provinsi Lampung Tahun 2025-
2029 (Lembaran Daerah Provinsi Lampung Tahun
2025 Nomor );

Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 07
Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan
Perangkat Daerah Kota Bandar Lampung (Lembaran

Daerah Kota Bandar Lampung Tahun 2016 Nomor

Rencana Strategis Dinas PP dan KB Kota Bandar Lampung Tahun 2025-2029 -7



18.

19,

20.

&1

22.

23,

Nomor 17 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas
Peraturan Daerah Nomor 07 Tahun 2016 tentang
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota
Bandar Lampung (Lembaran Daerah Kota Bandar
Lampung Tahun 2023 Nomor 17);

Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 4
Tahun 2021 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah
Tahun 2021-2041 (Lembaran Daerah Kota Bandar
Lampung Tahun 2021 Nomor 4);

Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 12
Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka
Panjang Daerah (RPJPD) Kota Bandar Lampung
Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kota Bandar
Lampung Tahun 2024 Nomor 12);

Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor
Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah Tahun 2025-2029 (Lembaran
Daerah Kota Bandar Lampung Tahun 2025 Nomor
);

Peraturan Gubernur Provinsi Lampung Nomor
Tahun 2025 tentang Rencana Strategis Perangkat
Daerah Provinsi Lampung Tahun 2025- 2029 (Berita
Daerah Provinsi Lampung Tahun 2025 Nomor );
Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 47 Tahun
2021 tentang Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi
serta Tata Kerja Dinas Pengendalian Penduduk dan
Keluarga Berencana Kota Bandar Lampung (Berita
Daerah Kota Bandar Lampung Tahun 2024 Nomor
47).

Peraturan Walikota Bandar Lampung nomor 31 tahun 2025

tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah ( Renstra ).

- ]
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1.3 Maksud dan Tujuan penyusunan Renstra

Maksud penyusunan Renstra Dinas Pengendalian Penduduk dan
Program Keluarga Berencana Tahun 2025-2029 merupakan
dokumen yang menjadi pedoman bagi penyusunan Rencana Kerja
(Renja) program, kegiatan, pelaksanaan, dan evaluasi kegiatan
tahunan Dinas Pengendalian Penduduk dan Program Keluarga
Berencana dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi Dinas
Pengendalian Penduduk dan Program Keluarga Berencana
khususnya dalam kurun waktu 5 (lima) tahun mengacu kepada
RPJMD Kota Bandar Lampung Tahun 2025-2029.

Adapun tujuan penyusunan Renstra Dinas Pengendalian
Penduduk dan Program Keluarga Berencana Tahun 2025-2029
adalah untuk :

1. Sebagai acuan resmi bagi Pemerintah Daerah dan DPRD Kota
Bandar Lampung dalam menentukan prioritas program dan
kegiatan tahunan yang akan dibiayai oleh APBD Kota Bandar
Lampung dan sumber pembiayaan APBN.

2. Sebagai tolak ukur untuk melakukan evalusi kinerja tahunan
satuan kerja perangkat daerah dalam hal ini Dinas
Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Bandar
Lampung

3. Memberi gambaran tentang kondisi umum pelaksanaan
program Dinas Pengendalian Penduduk dan Program Keluarga
Berencana di Kota Bandar Lampung saat dalam pembangunan
provinsi dan nasional sekaligus memahami arah dan tujuan
yang ingin dicapai dalam rangka mewujudkan visi dan misi
program untuk menunjang sebagai perwuju dan visi dan misi

daerah dalam hal ini Pemerintah Kota Bandar Lampung

- _ ____ __ __ ______
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4. Sebagai panduan penyusunan program dan kegiatan yang
terpadu, terarah dan terukur bagi jajaran Dinas Pengendalian
Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemerintah Daerah dan
DPRD Kota Bandar Lampung.

5. Sebagai arahan dalam memahami dan menilai arah dan
kebijakan dan program serta kegiatan operasional tahunan
program Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

dalam rentang waktu lima tahunan.

1.4 Sistimatika Penulisan

Renstra  Dinas  Pengendalian  Penduduk  dan
KeluargaBerencana Kota Bandar Lampung Tahun 2025-2029

disusun dengan sistematika sebagai berikut:

BAB 1 PENDAHULUAN
Bab ini berisi tentang latar belakang penyusunan Renstra
Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota
Bandar Lampung Tahun 2025-2029, landasan hukum,

maksud dan tujuan, dan sistematika penulisan.

BAB II GAMBARAN PELAYANAN,PERMASALAHAN DAN ISU
STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

Bab ini memuat informasi tentang peran tugas, fungsi, dan
struktur organisasi Dinas Pengendalian Penduduk dan
Keluarga Berencana Kota Bandar Lampung, sumber daya
yang dimiliki, kinerja pelayanan periode tahun-tahun
sebelumnya, serta tantangan dan peluang pengembangan
pelayanan Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga
Berencana Kota Bandar Lampung. Adapun tabel yang perlu
disajikan adalah hasil pengisian Formulir E.80., Tabel T-
C.23, dan Tabel T-C.24
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BAB III TUJUAN ,SASARAN,STRATEGI, DAN ARAHAN
KEBIJAKAN
Pada Bab ini dikemukakan rumusan pernyataan tujuan
dan sasaran jangka menengah. rumusan pernyataan
strategi dan arah kebijakan permasalahan-permasalahan
pelayanan Dinas PengendalianPenduduk dan Keluarga
Berencana Kota Bandar Lampung berdasarkan tugas dan
fungsi pelayanan Dinas Pengendalian Penduduk dan
Keluarga Berencana Kota Bandar Lampung; telaahan visi,
misi, dan program walikota dan wakil walikota terpilih;
telaahan Renstra Kementrian Kependudukan dan
Pembangunan Keluarga, telaahan rencana tata ruang
wilayah dan kajian lingkungan hidup strategis, serta

penentuan isu-isu strategis.

BAB IV PROGRAM,KEGIATAN,SUB KEGIATAN DAN
KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Pada Bab ini dikemukakan rencana program dan
kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan
pendanaan indikatif. Pada Dinas Pengendalian Penduduk
dan Keluarga Berencana Kota Bandar Lampung yang
secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai
dalam jangka menengah mendatang sebagai komitmen
untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran

RPJMD.

BAB V PENUTUP
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BAB II

2.1 GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

A. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi

Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
Kota Bandar Lampung merupakan instansi Perangkat Daerah
Kota Bandar Lampung yang dibentuk berdasarkan Peraturan
Walikota Bandar Lampung nomor 44 tahun 2016. Berdasarkan
Peraturan Walikota Bandar Lampung nomor 44 tahun 2016
tentang Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pengendalian
Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Bandar Lampung,
tugaspokok Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga
Berencana Kota Bandar Lampung adalahmerupakanunsur
pendukung tugas Kepala Daerah dalam melaksanakan urusan
pemerintah daerah yang dipimpin oleh seorang Kepala Dinas
yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Walikota
melalui Sekretaris Daerah.

Dalam melaksanakan tugas pokok, Dinas Pengendalian
Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Bandar Lampung
menyelenggarakan fungsi:

1) Perumusan kebijakan teknis dibidang Pengendalian
Penduduk dan Keluarga Berencana

2) Pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintah
daerah sesuai dengan lingkup tugasnya.

3) Pembinaan dan pelaksanaan tugas sesuai dengan lingkup

tugasnya.

4) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan Walikota sesuai

dengan tugas dan fungsinya.
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Susunan organisasi Dinas Pengendalian Penduduk dan KB
Kota Bandar Lampung terdiri dari :
a. Kepala Dinas;
b. Sekretariat;
1. Jabatan Fungsional Perencanaan
2. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
3. Sub Bagian Keuangan dan Aset;
c. Bidang Penyuluhan dan Penggerakan;
Fungsional penata kependudukan dan KB Ahli muda
d. Bidang Keluarga Berencana,
Fungsional penata kependudukan dan KB Ahli muda

e. Bidang Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga ;

Fungsional penata kependudukan dan KB Ahli muda

f. Bidang Pengendalian Penduduk ;
Fungsional penata kependudukan dan KB Ahli muda

- e ]
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B. Sumber Daya Perangkat Daerah
Dalam rangka mendukung keberhasilan pencapaian tugas
pokok dan fungsi, Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga
Berencana Kota Bandar Lampung dilengkapi dengan sarana
dan prasarana berupa aktiva tanah dan bangunan, inventaris,
kendaraan dinas serta fasilitas perlengkapan lainnya, yaitu :
Tabel 1.1 Inventaris Nilai Barang Di Dinas Pengendalian

penduduk dan Keluarga Berencana Kota Bandar Lampung

No. Kelompok Barang Nilai
(Rp.)
1 Tanah 417.000.000
2 Alat-alat angkutan 3.442.495.000
3 Alat pertanian dan peternakan 1.980.000
4 Alat alat kantor dan rumah 1.185.831.700
tangga
S Alat studio dan komunikasi 101.011.000
6 Alat bengkel 9.900.000
7 Alat alat kedokteran dan 2.283.310.100
kesehatan
8 Gedung dan bangunan 1.396.567.000
9 Barang bercorak kesenian dan 14.500.000
kebudayaan
10 Extra Countable 3.000.000
Jumlah 8.855.594.800 d
Penjelasan lebih lanjut mengenai kelompok barang sebagai
berikut :
a) Tanah

Tanah yang dimiliki seluas 1.470 M2yang terdiri dari
tanah sebagai berikut:

- Tanah Kosong . 370M2

- Tanah Bangunan Kantor : 1100M2

b) Bangunan
Bangunan gedung kantor terdiri dari 3 lantai seluas 1100
M2 yang terletak diatas tanah seluas 1.470 M2 di Jalan
Bung Tomo No. 12. Gedong air Kecamatan Tanjung

Karang Barat.

c) Inventaris/Peralatan Kantor
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Inventaris dan peralatan kantor yang dimiliki terdiri dari
meubelair, peralatan komputer serta peralatan kantor
lainnya yang diperoleh dari pengadaan anggaran rutin dan

anggaran pembangunan.

d) Kendaraan Dinas
Kendaraan dinas yang dimiliki per Desember 2024
sebanyak 6 (Lima ) unit Kendaraan Roda empat
(Mobil Unit Pelayanan, Mobil Akseptor, Mupen, Alkon dan
Kendaraan Dinas jabatan ada 2 unit ) dan 122 unit

Kendaraan Roda 2.

e) Sumber Daya Manusia
Jumlah pegawai Dinas Pengendalian Penduduk dan
Keluarga Berencana Kota Bandar Lampung berjumlah 113

orang yang dapat dirincikan sebagai berikut :

Tabel 2.1 Jumlah Pegawai Di Dinas Pengendalian
penduduk dan

Keluarga Berencana Kota Bandar Lampung

No. | Jabatan Jumla
h

1 _ Struktural AL 14

2 Fungsional Lapangan 88
(Penyuluh Keluarga
Berencana)

3 Tenaga Teknis Lainnya -

4 . Arsiparis , -

5 | Staf 11

Jumlah 113

Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
Kota Bandar Lampung memiliki kader Intitusi Masyarakat
Perkotaan. IMP sendiri pada hakekatnya merupakan wadah

pengelolaan dan pelaksanaan Program KB Nasional mulai

e i e Rt R S i e B Al S S i A S e et Ee R
Rencana Strategis Dinas PP dan KB Kota Bandar Lampung Tahun 2025-2029 I1- 4



dari tingkat Desa/Kelurahan, Dusun/RW hingga tingkat
RT. Ditingkat Desa/Kelurahan disebut Koordinator
Pembantu Pembina Keluarga Berencana Desa (Koord.
PPKBD), di tingkat Dusun dinamakan Pembantu Pembina
Keluarga Berencana Desa (PPKBD) dan ditingkat RT
dinamakan Sub Pembantu Pembina KB Desa (Sub PPKBD).

Selain Koord. PPKBD, PPKBD dan Sub PPKBD, ada lagi
kader IMP yang juga berperan aktif mensukseskan program
KB di tingkat lini lapangan yaitu Kelompok KB KS.

Kelompok KB-KS ini merupakan kelompok peserta KB/KS
dalam wadah organisasi yang secara sukarela berperan
aktifmelaksanakan/mengelola program KB ditingkat RT
yang melakukan kegiatan di bidang KB seperti Posyandu,
UPPKS, kelompok Bina Keluarga Sejahtera (BKS) yang
terdiri dari kelompok Bina Keluarga Balita (BKB), Bina
Keluarga Remaja (BKR), Bina Keluarga Lansia (BKL) dan

sebagainya.

Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
Kota Bandar Lampung juga memilikit unit pelayanan dan
konseling yang diberi nama Pusat Pelayanan Keluarga
Sejahtera (PPKS) Ragom Kencana. Keberadaan PPKS
diharapkan menjadi solusi atas berbagai persoalanyang
dihadapi keluarga-keluarga kita sekaligus
mengantisipasinya supaya tidak terjadi lagi di kemudian
hari. Melalui PPKSkeluarga dapat bangkit dari
keterpurukan dan ketidakberdayaan yang selama ini
menyebabkan kehidupannya tidak sejahtera. Oleh karena
itu bentuk pelayanan dalam PPKS telah distandarkan
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secara nasional yang setidaknya mencakup delapan hal,

yaitu:

1) Pelayanan informasi dan dokumentasi kependudukan
dan keluarga berencana. Melalui layanan ini keluarga
akan memperoleh data dan informasi pengelolaan
program kependudukan dan KB melalui Sistem Informasi
Manajemen (SIM) yang berbasis teknologi Informasi.
Dengan demikian, keluarga akan mendapatkan informasi
akurat yang dibutuhkan dalam rangka memperluas
wawasannya tentang kebijakan pemerintah dalam
pembangunan keluarga sejahtera maupun pengendalian
penduduk.

2) Konseling keluarga balita dan anak. Melalui layanan ini
keluarga akan memperoleh akses untuk berkonsultasi
tentang bagaimana merawat dan mengasuh balita agar
dapat tumbuh dan berkembang secara ideal, bagaimana
membentuk karakter anak sejak dini dan bagaimana
seharusnya melakukan pengasuhan anak di era
globalisasi yang serba digital.

3) Konseling pra nikah. Melalui layanan ini maka para calon
pengantin akan memperoleh akses untuk berkonsultasi
tentang konsep pernikahan yang ideal menurut agama,
bagaimana menyiapkan mental sebelum menikah,
membangun komunikasi dengan pasangan, membangun
komitmen suami isteri serta menyiapkan skill yang harus
dimiliki agar keluarga yang dibangun dapat memiliki
kemampuan ekonomi yang mendukung terwujudnya
keluarga sejahtera.

4) Konseling keluarga remaja dan remaja. Melalui layanan
ini, keluarga yang memiliki remaja dan remajanya sendiri
akan memperoleh akses untuk berkonsultasi tentang

bagaimana membangun komunikasi efektif antara

h
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orangtua dengan remaja, bagaimana membangun
kepercayaan dan keterbukaan dengan remaja, bagaimana
cara mengatasi persoalan yang membelit remaja,
bagaimana menghindari persoalan yang berkaitan
dengan seksualitas, napza maupun HIV-AIDS, dan
sebagaimnya.

5) Konseling keluarga lansia dan lansia. Melalui layanan ini
keluarga yang memiliki lansia dan para lansianya akan
memperoleh akses untuk berkonsultasi tentang
bagaimana menjaga kesehatan fisik lansia, menjaga
kesehatan reproduksinya, menyiapkan mental psikologis
dan spiritual, tetap menjaga hubungan sosial
kemasyarakatan dan menyiapkan kegiatan ekonomi
produktif yang masih memungkinkan dilakukan oleh
lansia.

6) Konseling keluarga berencana dan kesehatan reproduksi.
Melalui layanan ini keluarga akan memperoleh akses
untuk berkonsultasi tentang penggunaan alat/cara
kontrasepsi yang rasional, efektif dan efisien, bagaimana
menjaga kesehatan reproduki berdasarkan siklus hidup,
mencegah Infeksi Menular Seksual (IMS) dan kanker alat
reproduksi hingga menjaga kelangsungan hidup Ibu, bayi
dan anak.

7) Konseling keluarga (married conceling). Melalui layanan
ini keluarga akan memperoleh akses yang seluas-luasnya
untuk berkonsultasi tentang bagaimana membangun
keluarga harmonis, menjalankan fungsi-fungsi keluarga
serta bagaimana melakukan berbagai penyesuaian dalam
kehidupan rumah tangga serta mengatasi berbagai
permasalahan dalam keluarga.

8) Pembinaan usaha ekonomi keluarga. Melalui layanan ini

keluarga akan mendapatkan banyak informasi tentang
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bagaimana membangun wirausaha, mengelola dan
mengembangkannya serta mendapatkan bantuan teknis
produksi, akses modal, pemasaran dan
sebagainya.Melalui berbagai layanan tersebut, maka
dapat dipastikan  keluarga akan dapat lebih
mengoptimalkan pelaksanaan 8 fungsi keluarga sebagai
modal dasar untuk membangun keluarga kecil bahagia
dan sejahtera.
Kelompok kader lain yang berada di lapangan dan terjun
langsung di masyarakat adalah Kader Tribina Keluarga,
yang terdiri dari:
1) Bina Keluarga Balita
Bina keluarga balita adalah kegiatan yang khusus
mengelola tentang pembinaan tumbuh kembang anak
melalui pola asuh yang benar berdasarkan kelompok
umur, yang dilaksanakan oleh sejumlah kader dan
berada ditingkat RW. Bina Keluarga Balita (BKB)
adalah upaya peningkatan pengetahuan, ketrampilan
dan kesadaran ibu serta anggota keluarga lain dalam
membina tumbuh kembang balitanya melalui
rangsangan fisik, motorik, kecerdasan, sosial,
emosional serta moral yang berlangsung dalam proses
interaksi antara ibu/anggota keluarga lainnya dengan
anak balita.
2) Bina Keluarga Remaja
Bina keluarga remaja (BKR) adalah kegiatan yang
dilakukan oleh sekelompok keluarga/orangtua untuk
meningkatkan bimbingan/pembinaan tumbuh
kembang remaja secara baik dan terarah dalam

rangka membangun keluarga yang berkualitas.
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3) Bina Keluarga Lansia
Bina Keluarga Lansia adalah Kelompok kegiatan yang
dilakukan untuk meningkatkan pengetahuan dan
keterampilan keluarga yang memiliki lanjut usia
dalam pengasuhan, perawatan dan pemberdayaan

lansia agar dapat meningkatkan kesejahteraannya.

Kelompok bina keluarga yang ada di Kota Bandar

Lampung Tahun 2024 yaitu:

1. Kelompok Bina Keluarga Balita sebanyak 134
kelompok

2. Kelompok Bina keluarga Remaja sebanyak 131
kelompok

3. Kelompok Bina Keluarga Lansia sebanyak 133
kelompok

C. Kinerja Pelayanan Organisasi Perangkat Daerah

Kegiatan Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga
Berencana Kota Bandar Lampung, meliputi urusan
Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, yang terdiri
atas Program Keluarga Berencana, Program Penyuluhan dan
Penggerakan  Masyarakat, Program  Ketahanan  dan
Kesejahteraan Keluarga, dan Program Pengendalian Penduduk.
Program kegiatan ini dilaksanakan di Kota Bandar Lampung
yang memiliki 20 Kecamatan dan 126 Kelurahan. Secara
umum yang menjadi target binaan adalah Pasangan Usia
Subur (PUS) serta peserta Keluarga Berencana yang ada di
Kota Bandar Lampung. Data Perkembangan Peserta KB dan
Pasangan Usia Subur dari tahun 2016 sampai dengan 2020
disajikan pada tabel berikut :

ﬂ
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Tabel 3.1 Jumlah Capaian PUS,PA dan PB

Tahun PUS PA PB
2020 173.004 125.938 18.600
2021 126.596 66.323 26.268
2022 120.223 65.888 24.296
2023 129.230 81.695 7.727
2024 128.729 93.330 5.489

Sumber : LAPORAN SIGA

Keterangan :

PUS : Pasangan Usia Subur

PA : peserta KB aktif (peserta KB secara terus
menerus tanpa diserta kehamilan)

PB : peserta KB baru

Grafik 2.1
Perkembangan Peserta KB aktif dan Pasangan Usia Subur di
Kota Bandar Lampung Tahun 2020-2024
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Perkembangan Peserta KB baru dan Pasangan Usia Subur
(PUS) di Kota Bandar Lampung dapat dilihat pada tabel dan
grafik diatas. Semakin meningkatnya jumlah pasangan usia
subur maka jumlah peserta KB aktif juga terlihat semakin
meningkat. Hal ini menunjukan tingkat kesadaran

masyarakat akan pentingnya KB semakin meningkat.

2.1 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Dinas
Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Pertumbuhan penduduk dapat mengakibatkan efek
positif yang berakibat pada munculnya potensi-potensi
ekonomi, sosial dan lingkungan yang baru, tetapi bisa pula
berupa pertumbuhan negatif yang membawa konsekuensi
bertambahnya tingkat kemiskinan dalam suatu negara. Efek
negative dari pertumbuhan penduduk yang tidak
dimanajemen dengan baik adalah pola urbanisasi yang
tinggi serta permasalahan kesehatan, lingkungan, keamanan
dan permasalahan sosial lainnya yang akan bertambah saat
jumlah penduduk telah malampaui kapasitas ruang untuk
menampungnya

Hasil proyeksi Badan Pusat Statistik Kota Bandar
Lampung, Laju Pertumbuhan Penduduk (LPP) Kota Bandar
Lampung pada periode 2021-2024 adalah sebesar 1,77 %,
Walaupun demikian, upaya untuk menekan laju
pertumbuhan penduduk tetap harus dilakukan. Apalagi,
terdeteksi bahwa mulai tahun 2010, Indonesia telah masuk
dalam fenomena yang terjadi seabad sekali yang disebut
Bonus Demografi.

Meski begitu, jumlah penduduk masih akan bertambah
dari 269,6 juta tahun 2020, menjadi 294,1 juta pada tahun
2030 dan diperkirakan akan mencapai 318,9 juta tahun
2045. Oleh karena itu diperlukan kerja keras untuk

e
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menekan angka kelahiran (TFR) mencapai 2,1 per anak
tahun 2024. Telah terbukti bahwa keberhasilan penurunan
Fertilitas  banyak  dikaitkan dengan  peningkatan
kesejahteraan dan kesehatan, penurunan kematian, serta
peningkatan pendidikan dan urbanisasi. Sehingga untuk
mencapai Penduduk Tumbuh Seimbang (PTS) dengan TFR
2,1 tahun 2024 diperlukan dukungan dan kerjasama
seluruh pemangku kepentingan terkait. Hal ini merupakan
permasalahan sekaligus potensi yang kedepannya harus
dapat diisi dengan program/kegiatan yang tepat sasaran
serta memperhatikan bahwa LPP tidak hanya terkait dengan
tingkat kelahiran saja, tetapi juga terkait dengan kematian
dan migrasi, LPP merupakan isu lintas sektor/bidang,
penguatan peran lintas sektor/bidang dalam mencapai
penurunan LPP harus ditangani Tim Lintas K/L yang
dikoordinasi oleh Pemerintah, terutama dibawah koordinasi
Kementerian PPN/Bappenas dan Kementerian Koordinator
Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK)

Penduduk memang sama halnya dengan kemiskinan,
tak dapat dihadang, tak dapat dikurangi. Yang bisa
dilakukan dari sekarang dan untuk seterusnya, khususnya
dalam masalah pertumbuhan penduduk, adalah menekan
dan meminimalisir pertumbuhannya. Sebab, jika Bandar
Lampung sebagai ibukota Provinsi Lampung tidak
memanfaatkan momentum ini, maka Bandar lampung
justru akan merugi. Oleh karena itu, Pemerintah Kota
Bandar Lampung terutama dalam hal ini dipromotori oleh
Program Pengendalian Penduduk hendaknya
memperhatikan kondisi kependudukan baik saat ini
maupun pada waktunya Bonus Demografi telah mencapai
puncak pengaruhnya terhadap stabilitas Indonesia di tahun
2045 nanti.
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Dalam konsep ekonomi kependudukan, bonus
demografi juga dimaknai  sebagai keuntungan ekonomis
karena dengan semakin besarnya jumlah penduduk usia
produktif maka akan semakin besar pula jumlah tabungan
dari penduduk produktif sehingga dapat memacu investasi
dan pertumbuhan ekonomi. Sehingga kondisi tersebut juga
dikenal sebagai jendela kesempatan (windows of oppprtunity)
bagi suatu negara untuk melakukan akselerasi ekonomi
dengan menggenjot industri manufaktur, infrastruktur,
maupun UKM karena berlimpahnya angkatan Kkerja
tersebut. Banyak Negara menjadi kaya karena berhasil
memanfaatkan jendela peluang bonus demografinya untuk
memacu pendapatan perkapita sehingga kesejahteraan
masyarakat tercapai; seperti yang terjadi di Cina, yang
pertumbuhan ekonominya sebelum bonus demografi
berkisar pada angka 6% meningkat menjadi 9,2 persen,
Korea Selatan dari 7,3 persen menjadi 13,2 persen,
Singapura dari 8,2 persen meningkat menjadi 13,6 persen
dan Thailand dari 6,6 persen meningkat tajam menjadi 15,5
persen

Namun akan ada dampak efek negatif berikutnya
paska bonus demografi yang harus diperhatikan yaitu
terjadinya peningkatan pendudukusia tua sementara
transisi usia muda menjadiusia produktif belum sempurna.
Hal itulah yang kemudian menyebabkan pembengkakan
jaminan social dan pensiunanan sehingga akan mendorong
terjadinya stagnasi dalam perekonomian nasional karena
tabungan dari usia produktif dialihkan sebagai dana
talangan keduahal tersebut.

Jika diperhatikan lebih seksama, bonus demografi
akan menjadi pilar peningkatan produktifitas suatu

Negara dan menjadi sumber pertumbuhan ekonomi melalui
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pemanfaatan SDM yang produktif dalam arti bahwa
penduduk usia produktif tersebut benar-benar mampu
menghasilkan pendapatan untuk memenuhi kebutuhan
konsumsi mereka dan memiliki tabungan yang dapat
dimobilisasi menjadi investasi. Akan tetapi jika yang terjadi
adalah sebaliknya, dimana penduduk usia produktif yang
jumlah besar tidak terserap oleh lapangan pekerjaan yang
tersedia dalam sebuah perekonomian, maka akan menjadi
beban ekonomi karena penduduk usia produktif yang tidak
memiliki pendapatan akan tetap menjadi beban bagi
penduduk yang bekerja dan akan memicu terjadinya angka
pengangguran yang tinggi.

Beberapa tantangan yang harus dihadapi Pemerintah Kota

Bandar Lampung, khususnya dalam hal ini adalah Program

Pengendalian Penduduk antara lain adalah

1. Kurangnya komitmen para pemangku kepentingan, baik
pemerintah maupun non pemerintah dalam
penyelenggaraan Pelayanan KB.

2. Masih rendahnya permintaan atas Pelayanan KB akibat
terjadinya perubahan nilai tentang jumlah anak ideal
dalam keluarga.

3. Belum optimalnya ketersediaan, keterjangkauan, dan
kualitas Pelayanan KB, termasuk pelayanan KIE dan
Konseling.

4. Masih tingginya kejadian kehamilan yang tidak
diinginkan akibat tingginya unmet need dan
ketidakberlangsungan penggunaan kontrasepsi

5. Masih tingginya kejadian kehamilan dan persalinan pada
remaja perempuan usia 15-19tahun.

6. Antisipasi Bonus Demografi pada periode 2026-2030

melalui program Bangga Kencana

e —————— e et
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Untuk mengatasi masalah atau kendala yang telah
diuraikan di atas Dinas Pengendalian Penduduk dan
Keluarga Berencana Kota Bandar Lampung mencoba
meningkatkan pelayanan dengan cara, antara lain :

1. Meningkatkan kegiatan Program Bangga Kencana seperti
Pembinaan tenaga lini lapangan, Penyuluhan program
Bangga Kencana, KIE dan konseling program Bangga
Kencana, Pelayanan data dan informasi Bangga Kencana

2. Meningkatkan kualitas dan kuantitas pelayanan
maupun pemakaian alat kontrasepsi modern ( MKJP).

3. Mengusahakan pemerataan tempat dan tenaga
pelayanan KB baik dari unsur pemerintah maupun
swasta

4. Mendekatkan pelayanan kepada masyarakat dengan

memperhatikan situasi dan kondisi masyarakat.

e ]
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2.2 Permasalahan dan Isu strategi perangkat daerah.

A. Permasalahan perangkat daerah
Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi
Pelayanan Dinas Pengendalian Penduduk dan

KeluargaBerencana

Beberapa isu strategis dan permasalahan pengendalian
kuantitas penduduk dan Keluarga Berencana sebagaimana
yang dihadapi oleh Dinas Pengendalian Penduduk dan

Keluarga Berencana Kota Bandar Lampungyang harus

mendapat perhatian khusus adalah:

a. Penguatan Advokasi dan Komunikasi, Informasi dan
Edukasi (KIE) tentang Program Kependudukan,
Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga
pelaksanaannya masih dihadapkan dengan beberapa
permasalahan, antara lain:

e Masih lemahnya komitmen dan dukungan stakeholders
terhadap program, yaitu terkait kelembagaan,
kebijakan, perencanaan program dan pcnganggaran.

e Pelaksanaan advokasi dan KIE belum efektif, ditandai
dengan pengetahuan tentang KB dan alat kontrasepsi
masih rendah

e Masih rendahnya pengetahuan masyarakat tentang isu
kependudukan dan pembangunan keluarga

e Pelaksanaan advokasi dan KIE mengenai KB yang
belum responsif gender, tergambar dengan masih
dominannya peran suami dalam pengambilan

keputusan untuk ber-KB;

e e R T e T e e e
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b. Peningkatan Akses dan Kualitas Pelayanan KB yang
Merata untuk dapat mengatasi permasalahan
pelayanan KB

e Angka pemakaian kontrasepsi cara modern tidak
meningkat secara signifikan

e Kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (unmet need)
masih tinggi

e Masih terdapat kesenjangan dalam kesertaan ber-KB
(contraceptive prevalence rate/CPR) dan kebutuhan
ber-KB yang belum terpenuhi (unmet need),

e Penggunaan alat dan obat Metode Kontrasepsi Jangka
Pendek (non MKJP) terus meningkat, sementara Metode
Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) cenderung
menurun

e Kualitas pelayanan KB (supply side) belum sesuai
standar, yaitu berkaitan dengan ketersediaan dan
persebaran fasilitas kesehatan/klinik pelayanan KB,
ketersediaan dan persebaran tenaga kesehatan yang
kompeten dalam pelayanan KB, kemampuan bidan dan
dokter dalam memberikan penjelasan tentang pilihan
metode KB secara komprehensif termasuk mengenai
efek samping alokon dan penanganannya, serta
komplikasi dan kegagalan.

e Rendahnya kesertaan KB Pria

e Tingkat putus pakai penggunaan kontrasepsi (drop out)
masih tinggi

c. Peningkatan pemahaman dan kesadaran remaja
mengenai kesehatan reproduksi dan penyiapan
kehidupan berkeluarga sangat penting dalam upaya

mengendalikan jumlah kelahiran dan menurunkan

- _ ]
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e Partisipasi, pemahaman dan kesadaran
keluarga/orang tua yang memiliki remaja dalam
kelompok kegiatan pembinaan ketahanan dan
kesejahteraan keluarga masih rendah;

e Kualitas hidup Lanjut usia (lansia) dan kemampuan
keluarga dalam merawat lansia masih belum optimal;

e Terbatasnya akses keluarga dan masyarakat untuk
mendapatkan informasi dan konseling ketahanan

dan kesejahteraan keluarga

e. Penguatan Data dan Informasi Kependudukan,
Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera Terdapat
beberapa sumber data pembangunan kependudukan,
KB dan KS, diantaranya administrasi kependudukan
yang mencatat registrasi pendudukan dan registrasi
vital; sensus penduduk dan beberapa survei terkait
bidang kependudukan dan KB; serta data sektoral
pembangunan kependudukan dan KB termasuk data -
data kajian dan evaluasi pembangunan Kependudukan
dan KB.

B. Penentuan Isu-isu Strategis

Perencanaan pembangunan seyogyanya berorientasi
kependudukan, mengingat penduduk sebagai fokus dan dasar
utamadalam berbagai aspek pembangunan. Kependudukan
memegang peranan penting dalam pembangunan. Kemajuan
suatu bangsa diukur berdasarkan indikator kependudukan,
seperti jumlah, pertumbuhan, komposisi dan distribusi
penduduk. Berbagai indikator Kkependudukan tersebut
berpengaruh terhadap berbagai bidang kehidupan seperti
ekonomi, sosial, politik, lingkungan dan budaya. Selanjutnya

berbagai bidang tersebut juga berpengaruh balik terhadap

- ]
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resiko kematian Ibu melahirkan. Permasalahan
kesehatan reproduksi remaja, antara lain:
* Angka kelahiran pada perempuan remaja usia 15-19
tahun masih tinggi
e Masih banyaknya perkawinan usia muda, ditandai
dengan median usia kawin pertama perempuan yang
rendah
e Terdapat kesenjangan dalam pembinaan pemahaman
remaja tentang Kesehatan Reproduksi Remaja (KRR)
yang tergambar pada tingkat kelahiran remaja
e Tingginya perilaku seks pra nikah di sebagian
kalangan remaja, berakibat pada kehamilan yang
tidak diinginkan masih tinggi;
¢ Pengetahuan remaja mengenai kesehatan
reproduksi dan perilaku beresiko masih rendah;
e Cakupan dan peran Pusat Informasi dan Konseling
Remaja/Mahasiswa (PIK R/M) belum optimal.

d. Pembangunan keluarga melalui pembinaan ketahanan
dan kesejahteraan keluarga yang ditandai dengan
peningkatan pemahaman dan kesadaran fungsi
keluarga, pemberdayaan perempuan dan perlindungan
anak
Dalam rangka pembinaan ketahanan dan
kesejahteraan keluargamelalui pembinaan kelestarian
kesertaan ber-KB masih dihadapkan pada beberapa
permasalahan, antara lain:

e Masih tingginya jumlah keluarga miskin,

e Pengetahuan orang tua mengenai cara pengasuhan
anak yang baik dan tumbuh kembang anak masih
rendah;

e -
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fertilitas, mortalitas dan mobilitas penduduk. Pada akhirnya
fertilitas, mortalitas, dan mobilitas penduduk berperan dalam
menentukan jumlah, pertumbuhan, komposisi dan distribusi

penduduk.

Dalam rangka menyusun perencanaan pembangunan
yang berwawasan kependudukan dan Keluarga Berencana
dapat dirumuskan berbagai isu strategis yang menjadi
perhatian bagi Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga
Berencana Kota Bandar Lampung sebagai berikut:
¢ Jumlah penduduk yang terus bertambah
e Ledakan penduduk usia kerja muda
e Data kependudukan yang belum memadai

e Mobilitas penduduk meningkat

Tabel 2.1 Isu Strategis Perangkat Daerah.

e e T A B e i I e A e S ST
Rencana Strategis Dinas PP dan KB Kota Bandar Lampung Tahun 2025-2029 I1I- 20



Indonesia kedepannya

I;l.};el 2.1 ISU STRATEGIS DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DMUARGA BERENCANA
| 1SU LINGKUNGAN DINAMIS YANG RELEVAN DENGAN PERANGKAT DAERAH
POTENSI DAERAH YANG 1SU KLHS YANG ISU STRATEGIS
MENJAD] KEWENANGAN PERMASALAHAN PERANGEA' RELEVAN DENGAN PERANGKAT
PERANGKAT DAERAH . DAERAH . PERANGEAT DAERAH _GLOBAL NASIONAL - __REGIONAL DAERAH
Bonus demografi Indonesia,
pada rml::!ng tdlu:kitl;QSQD‘iE Bonus demngraﬁaala juga
lonesia menjadi salah satu
Polarisasi sosial juga menjadi mengaiami bonus demografi P fali i tantangan pada
tihaiisael din Tingginya laju urbanisasi | salah satu risiko global yang dengan puncak peningkatan Tdnk mI oo h] pembangunan
Pertambuhan Peadudilk dengan sebagian besar terjadi di usia produktif n Kertar transformasi sosial
e populasi tinggal di beberapa negara di mana diperldrakan tepat saat e tm:mm ber &a dimana diproyekaikan
?nmft. 2030 perkotaan masyarakat terpecah menjadi | Indonesia berusia 100 tahun di y;ng mrﬁs M di mana penduduk
Bonus demografi 5 E menyebabkan tekanan kelompok-kelompok tadran 2045, proporsi “ngan I pradidtken; usia produktif
d‘P’I . :”_ "w‘“’k_. .3 ‘“‘:‘;d"a]“' pada dengan pandangan dan nilai | pendudul usia produkdif (15-64 ’tmm . Kesehatan | (15-64 talun) alkan
VR RN IR infrastruktur dan sning sangat borboia, soring. | Sauus abun Jobih boser jla | TRNYARAkR, byanan kose lebih besar dibanding
dengan 6396 tinggal di iayanan kali menyebabkan dibandingkan "p“’d“k::; dan kebfialoan |\ i nomproduktif (65
Ll publik. ketegangan, konilik, dan dengan usia nonproduktif (65 ber 8 tahun ke
perpecatian tahun ke atas| dengan proporsi e atas] yang
lebih dari 60% diproyeksikan pada
dari total jumlah penduduk tahun 2030




BAB III
TUJUAN, SASARAN,STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

3.1 Tujuan dan Sasaran Renstra Dinas Pengendalian

Penduduk dan Keluarga Berencana

Tujuan dan sasaran adalah tahap perumusan tujuan dan
sasaran strategis yang menunjukkan tingkat prioritas tertinggi
dalam perencanaan pembangunan jangka menengah yang
selanjutnya akan menjadi dasar penyusunan kinerja
pembangunan daerah secara keseluruhan. Perumusan tujuan
dan sasaran merupakan salah satu tahap perencanaan
kebijakan (policy planning) yang memiliki kritikal poin dalam
penyusunan Renstra. Tujuan dan sasaran yang akan
ditetapkan dalam Renstra OPD harus selaras dengan visi, misi,
tujuan dan sasaran yang ditetapkan dalam RPJMD sehingga
dapat mewujudkan visi dan misi Kepala Daerah dan Wakil
Kepala Daerah Terpilih. Tujuan merupakan dampak (impact)
keberhasilan pembangunan daerah yang diperoleh dari

pencapaian berbagai program prioritas terkait.

Tujuan dan sasaran adalah pernyataan-pernyataan
tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk mencapai visi,
melaksanakan misi dengan menjawab isu strategis perangkat
daerah dan permasalahan pembangunan daerah. Sedangkan
sasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang
diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai,
rasional, untuk dapat dilaksanakan dalam jangka waktu 5

(lima) tahun kedepan.

Uraian tujuan dan sasaran jangka menengah Dinas
Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Bandar

Lampung Tahun 2025-2029 dalam rangka pelaksanaan tugas

Rencana Strategis Dinas PP dan KB Kota Bandar Lampung Tahun 2025-2029 -1



pokok dan fungsi Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga

Berencana diuraikan sebagai berikut:

Misi I: Meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan

masyarakat
a. Tujuan : Terwujudnya keluarga yang berkualitas
b. Sasaran : Meningkatnya Derajat Kesehatan dan

Terkendalinya laju Pertumbuhan Penduduk
c. Indikator Sasaran :

1. Angka kelahiran total (TFR)

2. Angka kelahiran remaja umr 15-19 tahun ( age specific
fertility rate / ASFR 15-19 )

3. Angka Prevalensi Pemakaian Kontrasepsi

Modern/ModernContraceptive Prevalence Rate (mCPR).

4. Persentase kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi
(unmet need).

5. Persentase keluarga yang mengikuti kelompok kegiatan

ketahanan keluarga.

Tabel 3.1 . Tujuan dan Sasaran Renstra Dinas Pengendalian

Penduduk dan Keluarga Berencana.
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TABEL 3.3
TUJUAN DAN SASARAN RENSTRA
DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

VISI: BANDAR LAMPUNG
SEHAT, CERDAS, BERIMAN,
BERBUDAYA, NYAMAN,

UNGGUL BERDAYA SAING Total Fertility Rate ( TFR ) 2,15 2,14 2,14 2,14 2,13 2,13
BERBASIS EKONOMI UNTUK
KEMAKMURAN RAKYAT
Angka
Angka kelahiran remaja umur 15-19 Tahun 18 iB i+ 16 5 35
Terwujudnya Meningkatnya |( Age Spesific Fertility Rate / ASFR 15-19)
Keluarga yang kualitas sumber
berkualitas daya manusia %
L+
Angka prevalensi Kotnrasepsi
Modern/Modsen Cantraceptive { Mcpe) 73,50 74,50 75,50 76,50 77,50 77,50
%
MISI: MENINGKATEAN Persentase kebutuhan ber KB tidak

KUALITAS SDM MELALUI 870 | 865 | 860 | 855 | 850 | 825

PELAYANAN KESEHATAN
DAN PENDIDIKAN

terpenuhi (unmeet need)

MASYARAKAT %

Cakupan Anggota Bina Keluarga Balita (

BKB ) yang Ber-KB 89 90 92 94 95 95




Tabel 3.4 PENAHAPAN RENSTRA DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

TAHAP I 2026 TAHAP 11 2027 TAHAP 111 2028 TAHAP IV 2029 TAHAP V 2030
Terkendalinya Terkendalinya Terkendalinya Terkendalinya . mlal
pertambahan jumlah pertambahan pertambahan jumlah|pertambahan jumlah Ter];en(;lainya e baben ju
penduduk jumlah penduduk |[penduduk penduduk pencucH




Tabel 3.5 ARAH DAN KEBIJAKAN RENSTRA DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

NO

OPERASIONALISASI NSPK

ARAH KEBIJAKAN RPJMD

ARAH KEBIJAKAN RENSTRA _

MISI: MENINGKATKAN KUALITAS SDM
MELALUI PELAYANAN KESEHATAN
DAN PENDIDIKAN MASYARAKAT

Mengendalikan usia perkawinan pertama penduduk

Mengendalikan usia perkawinan pertama penduduk

Meningkatkan Akses dan Kualitas Pelayanan KB yang
Merata di Setiap Wilayah dan Kelompok Masyarakat
dengan Menjamin Ketersediaan Sarana, Prasarana,
Alat dan Obat Kontrasepsi dengan Fokus pada
Penurunan Unmet Need dan Resiko Drop Out KB

Meningkatkan Akses dan Kualitas Pelayanan KB yang
Merata di Setiap Wilayah dan Kelompok Masyarakat
dengan Menjamin Ketersediaan Sarana, Prasarana,
Alat dan Obat Kontrasepsi dengan Fokus pada
Penurunan Unmet Need dan Resike Drop Out KB

Meningkatkan Jumlah dan Penguatan Kapasitas
Tenaga Lapangan KB dan Tenaga Kesehatan
Pelayanan KB, serta Penguatan Lembaga di Tingkat
Masyarakat untuk Mendukung Penggerakan dan
Penyuluhan Keluarga Berencana, Keluarga Sejahtera

serta Reproduksi Bagi Remaja

Meningkatkan Jumlah dan Penguatan Kapasitas
Tenaga Lapangan KB dan Tenaga Kesehatan
Pelayanan KB, serta Penguatan Lembaga di Tingkat
Masyarakat untuk Mendukung Penggerakan dan
Penyuluhan Keluarga Berencana, Keluarga Sejahtera
serta Reproduksi Bagi Remaja




BAB IV
PROGRAM, KEGIATAN,SUB KEGIATAN DAN KINERJA
PENYELENGARAAN BIDANG URUSAN

Berdasarkan strategi dan kebijakan, selanjutnya ditetapkan sejumlah
program prioritas yang akan dilaksanakan sesuai dengan peran dan
fungsi Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota
Bandar Lampung sebagai upaya untuk mewujudkan tujuan dan

sasaran yang telah ditetapkan.

Sebagaimana yang telah diuraikan sebelumnya program tersebut
dimaksudkan pula sebagai program kerja dan rencana kerja yang
akan dating sebagai pedoman operasional. Beberapa program
prioritas tersebut dengan kegiatan serta pendanaan indikatif dapat
dilihat pada pada Tabel 4.2,4.3, 4.4, 4.5,4.6
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Tabel 4.2

PROGRAM, KEGIATAN,SUB KEGIATAN RENSTRA
DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

TAHUN 2025-2029
NSPK DAN | Indikator
SASARAN RPJMD |TUJUAN SASARAN OUTCOME oUTRUT INDIKATOR imﬁ:’: KEGIATANISUB | 1011 5 cfa tujuan, sasaran,Program,
YANG RELEVAN keglatan dan sub kegiatan
PERATURAN nya
KEPALA BKKBN K-lu-ml yang
NOMO 6 TAHUN
2024 berkualitas
[ Meningkatnya
|kualitas sumber
daya manusia
Laju partumbuhan
Terkendalinya
pertambahan
Jumiah penduduk
Total Fertility Rate ( TFR )
Angka kelahlran remaja umur
16-18 Tahun { Age Spesific
Fertility Rate / ASFR 16-18 )
|Pemetaan Perkiraan {Jumlah Kebutuhan Pemetaan
|Cakupan Daerah |Penduduk M:lpﬂn Daerah
Kabupaten/Kota Kabupaten/Kota
Penyusunan Kajlan Dampak Jurnlah Kajian Dampak
Kepandudukan Kepandudikan
¥ Data dan mg:’:;‘gw imes
Keluarga Tersedianya
Memelaon progrom p Jumtai F
ketuarga, kepndudukan,dan Program Pembangunan Keluarga,
keluarga berencana { Bangga Kependudukan, dan Keluarga
Kencana ) Berancana (Bangga Kencana)
Jumish Satuan Pendidikan yang
Advokasl, Sosialisas den Fasilas |Mendapatkan Advokas,
Pelaksanaan Pendidikan Sosialisas|
|Kependudukan Jalur Formal ¢l dan Fasiitasi Pelaksanaan
Satuan Pendidikan Jenjang SOIMI [Pendidikan Kependudukan Jalur
dan SLTPMTS, Jalur Nonformal  |Farmal di Satuan Pendidlkan
dan Jenjang
Informal SOMI dan SLTFIMTS, Jalur
Monformal dan Informal
PERATURAN
KEPALA BKKBN | oruludnya
NOMO S TAHUN | Npuiardn yand
2024
[Meningkatnya
kualitas sumber
daya manusla
Pemberdayaan dan
peran serta
masyarakat dalam
pembinaan
keluarga berencana
({KB)




Meningkatnya
|pemberdayaan dan
peran serta
{masyarakat dalam
pembinaan

| keluarga berencana
[{:3]

Angka prevalens] Kontrasepsi
[Moderm/ Modem Cotraceplive (
mCPR }

| Persentase kebutuhan ber KB
tidalk terpenuhl (unmeet nead)

B
je
Pelaksanaan Advokasi, Jumlah Kebutuhan Pelaksanaan
Komunlkasl, Informas! dan Advokas!, Komunikasi,
(KIE) P dan (KIE)
IPendl.uiuk dan KB Sesual Pengendallan Penduduk dan KB
Kearlfan Budaya Lokal Sesual Kearlfan Budaya Lokal
Jumlah Laporan Hasi
Pengandalian Program KKBPK Pengendalian Program
KKBPK
Jumiah Dokumen Kamunikasi,
Infarmasi dan Edukasi (KIE)
|Komunikasi, informasi dan Edukasi | 7292 Bangg::nrm\n
(KIE) Program KKBPK sesual |\ cmoangunan Bahaegs:
Kearifan Budaya Lokal o i
|Berencana) Sesual Kearifan
Budaya
Lokal
Jumlah Kebutuhan
Pendayagunaan Tenaga
Penyuluh KB/ Pelugas Lapangan :"“:::Kl IEJ“FI Tesage
KB (PKBIPLKB) nyu elugas
Lapangan KB (PKBIPLKB)

Penyadiaan Sarana Pendukung
(Oparasional PKE/PLKB

Jumilah  Sarana Pandulang
Operasional
PKE/PLKE yang Tersadia

Penggerakan Kader Instilus|
Masyarakat Pedesaan (IMP)

Jumiah Kader yang Mengikuti
hean

Panggeral
Kader Institusi Masyarakat

Keserlaan Ber-KB

Pedesaan {IMP}

Pengendallan dan Himiats m““:;:ln
Mat |
pendistribusian Kebutuhan Alat
i serta
dan Obat Konlraseps| i dan Obat Kontrasepsill serta
PR P Pellaayanan KB di

Sanreh = Daerah Kabupaten/Kota

Jumntah Unit Sarana Penunjang
Penyediaan Sarana Penunjang | Pelayanan KB
Palayanan KB

Jumiah Laporan Hasi Pembinaan
Pembinaan pelayanan Keluarga | Pelayanan Keluarga Berencana
Berencana dan Kesehatan dan Kesehatan Reproduksi di

P ks| di Fasilitas Fasiilas b stan T

termasuk jaringan dan jgjaringnya  |Jaringan dan Jefarinanya

Jumlah Laporan Dukungan
Dukungan oparasional palayanan  |Operasionsl Pelayanan KB
KB Bergerak Bergerak

i Jumlah Kebuluhan

¥ - : Pemberd: dan |
Peran Serta Organisasi >
Kemasyarakatan Togkat Dasrah |, SO CEL S o
Kabupaten/Kota Dalam dan i IKota Dalam
. . ‘I Pelaksanaan Pelayanan dan
TR Ber-KB | pambinaan Kesertaan Ber-KB

Jumtah Organisasi yang
Penguatan Peran serta Org Manda Peng n
Kemasyaraiatan dan Milra Kera | Sena Organisas| Kemasyarakatan
Lalnnya dalam Pelaksanaan dan Mitra Kerja Lainnya dalam
Pelayanan dan Pembinasn Pelaksanaan Pelayanan dan

Pembinaan Kesertaan Ber-KB

Fasilitasi Pengelolaan Dapur Sehat
Atasi Stunting (DASHAT) di
Kampung Keluarga Berkuallias

Tumiah DASHAT i kampung B

Petaksanaan dan Pengelolaan
|Program Bangga Kencana di
Kampung Keluarga Berkualitas

Jumlah Kampung Keluampa
Barkualitas yang menglkuil
Pelaksanaan dan Pengelolaan
Program Bangga Kencana
(Permibangunan Keluarga,
e ikan, dan
Berencana)




PERATURAN

KEPALA BKKEN ;:m““““‘ :"

NDHI;:;N&UN ‘berlamiitas
Ilmlnululnyl.
kualitas sumber
daya manusia

Pamberdayaan dan
peran serta
masyarakat dalam
mewujudian
Keluarga Sejahtera
(KS)

lﬁmmm

Pemberdayaan dan
peran serta
masyarakat dalam
mewujudkan
Keluarga Sejahtera
(K8)

|Persentase keluarga yang
mengikuli kelompolk kegiatan
Ketahan keluarga

Pelak f 0 Jumlah han Pelak
melalui Pembi Py g melalul
K dan F K dan
Keluarga Kesejahteraan Keluarga
Jurmiah leporan hasil pengelolaan
Ma&i.ilﬂusal.'“, Hetahanan Keluarga Melalu Pusat
[poonlen (FEXS) (PPKS}
Jumlah Laporan Hasil Orientasi
Crientasi dan pelatihan teknis an Pelatihan Teknis Pengelola
pangelola islahane "’(" ielahanan dan Kessjahterasn
BKB,BKRBKLPPKS PIGCR dan | oop o P'f:g' u:n o
Pemberdayaan Ekonomi Bt A BkSRa
Keluargal IPEKS) berdayaa
KeluargalUPPKS)
Penyediaan Blaya Operasional
bagl Kelompok Kegiatan
| ketahanan den Kesejahteraan Jmﬂlahm:ck Kndd.an
ga {PGE, BKR, B, Keluarga (BB, BIKR, BKL.
PPKS,PIK-R dan Usaha PPKS.PIK.R dan Usaha
y d 9% | peningkatan Pendapatan
Aksaghar IPRIA) Keluarga Akseptor (LIPPKA) yang
mendapat biaya operasional
egiatan
Pembentuian Kelompok Jumiah Kelempok Ketahanan dan
it ’

Keluarga (Bina Keluarga Balia
(B}, Bina Keluarga Remaja
(BKR), Pusat Informasi dan
Koseling Remaja (FiK-R) Bina
Keluarga Lansia (BKL), Unit

. (Bina
Keluarga Balda (BK8), Bina
Keluarga Remaja (BKR), Pusat
Informasi dan Konsaling Remaja
{PIK-R) Bina Keluarga Lansia
(BKL), Unit Peningkatan

Sejalriera (UPPKS) dan

" (UPPKS) dan Pemberdayaan

Ekonomi yang Dibeniuk
Pelaksanaan dan Peningkatan  |Jumlah Kebutuhan Pelaksanaan
Peran Serta Organisasi dan Peningkatan Peran Serta
Kemasyarakalan Tingkat Daerah |Organisasi Kemasyarakatan
Kabupaten/ Kota dalam Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota
IF-mhnngunm Keluarga Melalui |dalam Pembangunan Keluarga
Pambinaan Ketahanan dan Melalui Pembinaan Ketahanan
Kesejahteraan Keluarga dan Kesejahteraan Keluarga

. Jumiah Laporan Partisipasi Mitra
;P‘amﬁpall Miira Kerja dan — Kerja dan D‘ .dmi
o m

Penggerakan Operasional i}

Penggerakan Operasicnal
Pambinasan Program Pernbinaan Progeam

Jumiah Laporan Hasil Promosi

dan
Promosi dan Sosialisasi Program | Sosialisasi Program Ketahanan

Pembangunan Keluarga

dan
Kosejahteraan Keluarga bagi Mitra
Kerja




Tabel 4.3

PROGRAM, KEGIATAN,SUB KEGIATAN, PENDANAAN RENSTRA

TAHUN 2028-2028
T | PAGU TIF N
Satuan Tahun 2025 Tahun 2026 Tahun 2027 Tahun 2028 Tahun 2029 Tahun 2030
Programi 10Ut come/Out Put "'m;';'
Target Rp Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp
Persentase
Perencanaan, Penganggaran, dan
dan Evaluas! Kineja Perangkat | Evaluasi Kinerja Perangkat Dagrah Persen 28,00 98,00 16.304.967 16.304967| 08,00 25.304867 | 88,00 26.570.215| 94,00 z7a98736| 8800 24,443,467
Daerah yang Berkualitas
A Jumiah Laporan Capalan Kinerja dan
Koordinasl dan Penyusunan lhiisar Realwasi Kinarja SKPD dan
Laporan Capaian Kinerja dan Laporan Hasit Koordinasi Penyusunan | | aparan 4 'l 16,304 967 16,904 067 4 25.304.957 ] 26.570.215 A 27.898.726 24,443 4657
tkhtisar Realisasi Kinerja SKPD Laporan Capaian Kinerja dan khisar
i Realsas| Kinesja SKPD
akordacs [ g OPD g % w0000 | 100,00 £107.040.995 ariesestes| 10000 sa1ssoeses| 10000 |  aseaesmrsz| 10000 | aeer.szzssa| oogo | essairases
g Jumiah Orang A dan i/ 3

N T | P - v 2 2 3.952634 344 396217931200 = a1e1z02708| 29 asoz0301| 29 4513.116.703 4738772538
F L k252 st gan SEPD) Dokumen 1 1 147,196 520 147.196.520 1 M7 196520 1 147.196.520 1 147,196 520 147.196.520
SKPO
Koordinas! dan penyusunan
Laporan Keuangan Akhir Tahun | UTISN Dokumen Laporan Keuahgan | o ooy 1 ' 7.200.331 7.200.331 1 7,208,331 1 7,208,331 t 7.200.331 7.200.33
SKPD
P St Gl Sumber . 80, 15,000,000 15.000.000 15.000.000 18.000.000 | 50,00
oo Daya Aparatur % 00 : 80,00 15.000.000 | 80,00 88,00 15,000,000
:‘“""‘" s "“m";' PR3l | o Fungst yang Mengikatl Pendiokan | Orang 2 % 15.000,000 15.000.000.00 2% 15.000.000 =) 15.006.000 23 15.000.000 P 15.000.000

Sroguarkan tuges dan 0G| sun Pelaiivmn. ? ) i o : . : - i ]
s " Dasar Operasinal OPD % 8,00 98,00 261.081.577 w2se14e8| 98,00 02230818 9800 191520722 8800 se.73.048| 95,00 138.573.048

2 inian Pakel Komponan Mataiasl :

Pany . nstatast |/ e i
Uistrik/Penerangan Bangunan m—ﬂhﬁm i Paket 1 1 5.058.807 L 5.122 440 1 5.378.562 [ ] 5.378.562 5378 562
o 4.378.514




Satuan Tahun 2025 Tahun 2026 Tahun 2027 Tahun 2028 Tahtin 2028 Tahun 2030
o i Base line - -
Program/ g iout Pat 2024)
Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp
Jumish Pakel Peralatan dan -
::"‘"‘“" P‘:;m"':‘ doe [Pactngrapen Ketor yanyohstatn | 1 1 54158472 1 1 sraoa0e7| 1 sisems| sese4a2s| 4 34564826
54.564.826 |
Jumiah Paket Peralalan Rumah Tangga : |
?'“"‘“’“ ptalsn, el yang Disediakan Paet 1 1 3.742.621 1 1 5.248 460 1 5,508,783 1 5.508.783 1 5506.783
angga . L, : 4.996 629, ; . . 4
Jumilah Paket Bahan Logistik Kantor
Penyediaan Bahan Logist Kantor | yang Disediakan Parsen 100 100 25.000.000 100 o 100 25000000 100 25000000| 100 25000000 oo 25.000.000
- sy E “_ 3
Jumiah Paket Barang Cetakan dan
Penyedizan Barang Cetakan dan Penggandaan .
yang Disediakan Paket 1 1 110.000.000 1 1 43.500.000 ] 35.000.000 1 35.000.000 5 25.000.000
Penggandaan : 10.000.000 ) 9 . :
Jumiah Dokumen Bahan Bacaan dan
Pommlons s Scsan don [Porin Fancang DUt Y0 |oiuput i ' 4,000:000 1 1 soo0000| 1 sooooce| 1 so00000| 4 4.000.000
Eg : ’ 4.000.000
Jumiah Laporan Penysienggaraan d
Penyslenggaraan Rapat
i tasi SiPp | FaP3 Koomdinasi dan Konsultast BKPD [Laparan 1,00 100 59.121.477| 100,00 s i 100,00 62077.551| 100,00 62.077.551| 100,00 59.121477| 100,00 9.121 477
Pengadaan Barang Milk Daerah o Bt
Penunjang Urusan Pemerintah | " Persen 8,00 88,00 - o0 35.000.000| 96,00 €5.000.000 98,00 45.000.000| ®8,00 45,000,000 | 98,00 25.000.000
Daerah
Pengadaan mebel Unit 1 1 = 1 1 65.000.000 1 45.000.000 t 45.000.000 ' 35.000.000
; 35.000.000
Pany dowd § oo Y n:;. Persen 400,00 100,00 852.000.000| 490,00 ©62.000.000 | 108,00 862.000,000| 100,00 662,000,000 | 100,00 852.000.000{ 100,00 £62.000.000
Jumish Lagoran Penyedisan Jass
Pany Jasa Sumber Daya Air dan Listrik
Sumbser Daya Alr tan Li yang Disediskan Laparan 1 1 158,000,000 1 158.000.000 1 158.000.000 1 158,000,000 1 158,000.000 1 158,000,000
Jumiah Lagoran Penyedinan Jasa
Pilomitea s T e K v Lagoran 1 1 504,000,000 1 504.000.000] sos000000| 1 sodo0000| 4 s04000000] 504.000.000
Pemeliharaan Barang Miik
Daerah Penunjang Urusan inventaris Kantor yang Terpelihara % 82,00 8,00 200.690.000| 8,00 421600000 | 5800 429.803.000 | 98,00 376.903.000| 98,00 a79.003.000| e800 379.903.000
Pemaerintahan Daerah
Jumiah Kendaraan Parorangan Dinas Onit
P Jasa Py ? atawy Dinas Jabatan yang
m W:m‘ N o |PPSwROm, ajaknya 1 ' 45430000 1 45.430,000f 1 4sam000 1 ssasno00| 1 asamnooo| 4 45,430,000
Kentiaraan Dinas Jabatan




Satuan Tahun 2025 Tahun 2026 Tahun 2027 Tahum 2028 Tahun 2029 Tahun 2030
Programy Keglstan/Sub Keglatan | Indikator [Out comelOut Put ';;.';" ’ o s 4 - o
Target Rp Target Rp Target Rp Rp Target Rp Target Rp
[P““""""F J"w"":‘: Jumish Kendarsan Dings Opesasional
e s atay Lapangan yang Dipelihara dan Unit 8 8 149,680,000 L] 1496800000 @ 157,164,000 157.164.000 157.164.000 157.164.000
Parizinan Kendaraan Dinas - 4
o o Lap Pajak
I ; " Jomiah Paralatan dan Mesin Lamnya ETT]
Lainaya . yang Dipeihara 5 5 14.580.000 5 mmol 3 15,308,000 15.308.000 15,309,000 15.308.000
Jumish Gedung Kanlor dan Bangunan Unit o ; . > 4
Pemelhaman/mhabilitas sarana Lainnya yang DipaiarDirehabiRasi
dan prasarana gedung kamtor atau 1 ' - 1 212.000. 1 212,000,000 162.000.000 162.000.000 162,000,000
[bangunan bnnya
Pometaan Perkiraan Jumiah Kebutuhan Pemetaan
Pange Py Py persen 100 109 89.423,599 100 Trazazes| 100 77.423:409 91.912:680 93.038,909 7423509
Cakupan Dasrah Kabupaten/Kota| Cakupan Daerah Kabupaten/Kota
PuccriT Ry Jumiah Kajian Dampak Kependudukan | Dokumen 1 20638042 2563 0a2|t 25636042 |1 25.636.042 25.608.042 25636002
ranjadie Dl 0o Keluarga yang | Dekumen 1 29.914.725 25914.725 |1 25914725 |1 25.914.725 914725 2914725
Py program | Jamiah dok Progrem
dan

ol {Basgga Keg i : Dukumen 1 29872832 258728321 25872832 |1 25.872.832 25872832 25672802
Kencana } Berancana {Bangga Kencana)
Advokai, Sceialisas! dan Fastitasi  Juminh Safuan Pendidikan yang
Keparducukan Jatur Formet of  dan Fasillasi Petaksasan
Satuan Pendidican Jenjang SDM|  Pendidikan Kependudukan Jalur Penclidiian e - 15.350.644( 1 12.485.877 |1 14.489.061 15615310 18.914.197
dan SLTPAMTS, Jalur Nonformal  Formal di Satuan Pendidikan Jenjang




TARGET DAN PAGU NOURATIE
Satuan Tahun 2025 Tahun 2026 Tahun 2027 Tahun 2028 Tahun 2028 Tahur 2030
s pora Base line & 4
Put
Program fOut comeiOut oo
Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Tavget Rp Target Rp
Pelaksanaan Advokasl, Jumiah Kebutuhan Pelsksanaan
Ki dan
Edukasi (KIE) Peagendaf [ Keglstan | 2Kegiatan | 2 Keglatan 141.790.883 | 2 Kegiatan 141.790.883 | 2 Kegjatan 41,790,883 | 2 Kegistan 148.800.427 | 2 Kogiatan | 148.880.427) 723.133.503
Penduduk dan KB Sesual Penduduk dan KB Sesual Kearffan timgiatict
Kearifan Budaya Lokal Budays Lokal
Jumiah Laporan Hasl Pengendalian
Pangendalian Program KKBPK  |Program Laporan 12 12 37.108.068 12 37.106.088| 12 37.106.088 1”2 38,981,307 12 38.961.392 389651382
KKBPK
Jumiah Dokumen Komuniasl, Informasi
o dian Ecukasi (KIE) Program Bangga
(KIE) Png:ﬂm Pl e kg Dokumen 1 ' 104,684,798 1 104.684.795 1 104.684795( 1 108019005 1 109,919,035 109,919,035
Berancana) Sesual Kearifan Budaya
Lokal
Pendayagunaan Tenaga Jumiah Kebutuhan Pendayagunaan
Penyuluh KB/ Petugas Lapsngan | Tehaga Pemryuluh KBY Petugas Kegiatan | 2 Kegistan | 2 Kegistan 7.508,552.855 | 2 Kegiatan TAT1671,203 | 2Kepiatan | €.890.072.895 | 2 Kegiston | 7.080.678.098 | 2 Kegistan | 7.198.111,187 €.988.282.005
KE (PREVPLKE) Lapangan KB |PKE/PLKE) Kagiatan
Jumiah  Sarana  Pendukung . . ’ - . - i
Pempectan W Opeeasional uni 1 1 71000000 1 f rassopoo| 1 74580000 1 74.5%.000 1 87,277 500
i o {PKEIPLKS yong Tersedis 74000000
Jumish Kader yang Mengikull
e . p Hader ":I‘:',']‘ Panggerakan i orang 2900 2000 7475538855 2000 7.700.671.383| 2000 6823522815 2000 7015.128.008| 2800 7.424.561.197 £.879.004.505
(M)
Pengendalian dan Jumiah Kebutuhan Pengendailan dan
P asat g Alat dan
dan Obat 1 sarta Obat sorta p Laporan 12 12 1.107.829.912 12 teosesarz| 12 r1iwremenz| 1As20d0e| 12 1.121.750.608 $.121.750.608
P [ KB KB di Daerah
Dasrah p HKabup
Jumiah Unlt Sarana Penunjang
Ml ;m i i Unit 1 1 135,811,672 ' 135811672 1 135811672 1 142.602.256 1 148.732.968 5| e732388
Jumiah Laporan Haslh Pambinaan
L palay % E P dan
|7 b di Faslitas Laporan 12 2 seBage2e0| 12 961537.200 12 sesscs2t0| 2 sesaps2e| 12 888,408,240 868,498 240
£ 4 K i k Jaringan dan
Termasuk jaringan dan
3 Jumiah Laporan Dukungan Operssional
:“5'“""‘" oparasional pREYANAN | ooy anan KB Bergersk Laporan 12 12 83.520.000 12 BS,SZU.UOOI ” sasz0000| 2 g3sz000| 12 £3.520.000 £3.520,000
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Tahun 2025

PAGU A AHUN

Tahun 2027 Tahun 2028 Tahun 2029 Tahun 2030
P Base lina - = =3 =t
Program/ gl IOut comerOut Put (2024)
Targat Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp
Wm Jumiah ok adon
m' p w'-“'m' ulu w’ e tm' e " Kesejahteraan Keluarga (Bina Keluarga
{BKB), Bina Keluarga Remoja Bafita (BKB), Bina Keluarga Remaja
(B°P. Pusst Infoical dees {BIR). Pusat informast dan Konseling
Kossiing Remaja (PIK.R) Bina Remajs (PIK-F) Bina Keluarga Lansia 134 134 4.558,185.219 134 4,517,662.670,00 134 4604976850 | 134 Agszasroz|  1a 472519672 1M 5.059.616.593
Keluarga Lansia {EKL), Und BKL), Unk Peningkatan Pendapatan
B ! - Kdum&qmmwl uPPKS‘ 3 dan
Sajaliters (UPPKS) dan ki ¥ W yang
F yaan Ekonomi K o
dan Pening Jumiah F dan
Peoran Serta Org F Peran Serta
K Tingkat Dasrah | Kemasyarakatan Tingket Daorsh 2
Kabupaten/ Kota dalam Kabupaten! Kota dalam 2 Keg g 75.246190 | 2 Kegiatan 105.244.192,00 | 2 Kegiatan 110.508.402 | 2 Kegiaten |  116.031.721,868 | 2 Kegistan | 121.833.307,76 121.833.308
Pambangunan Keluargs Melalul |Pembangunan Kelusrge Melalul gt
h F dan
pamr::-xqanan “I W‘Kﬂﬂﬂmﬂlﬂlﬂ‘ﬂ
Penggerakan Op iy 1 ' 18.134.471 1 18.134.471 1 19.041.185 1 19.983.254 1 20.992.917 1 20992817
Pembangunan “' uarga Program Pambangunan Keluarga
Promes! dan Sosilisasi Program | Uh Lapoan Hasd Promosi : i
0 dan 1 ] 57.100.718 1 87.109.721 t 91.486.207 1 96.038.4a7 1 100,840,391 { 100.840.391
Kesejahleraan Keluarga bagi Mira
Keluarga bagi Mitea Kerja |!E : PPIS o




Tabel 4.4 DAFTAR SUB KEGIATAN PRIORITAS DALAM MENDUKUNG PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH

NO PROGRAM PRIORITAS OU‘TCOME‘. KEGIATAN /SUB KEGIATAN
) ) Pen Perki Pengendalian Pendudik Cakapan
PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK ; Terkendahxg_a pertambahan jumlah penduduk Daerah mqgm

Penyusunan Kajian Dampalk Kependudkan

Peayedinan Data dan Informasi Keluanga

H\myl.k;m:ﬁldu;—mdan’kchlm berencana | Bangga
Kencana } i

Advokasi, SBosialisasi dan Fasilitasi
Kependudukan Jalur Formal di
Satuan Pendidikan Jenjang SD/Mi
dnn SLTP/MTS, Jahir Nonformal dan
Informal

PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)

TP : g e S sy ry

dalam pembinaan keluarga berencana ( KB )

P s A A L-,x" 1eaad Fs 4 x“
Edukasi (HIE) Pengendalian Penduduk dan KB S
HKearifan Budaya Lolal

Pengendalian Program KKBPK

Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE] Program KKBPK
sesuai Kearifan Budaya Lokal

nl_ 3 Te ,'.]Iﬁf!' -
) 3

Penyediaan Sarana Pendukung Operasional PKB/PLKE

Puzgg\:nlm Kader l.natltum Maaynmkat Pedesaan (IMFj

WMMMMM
Obat Kontrasepsi serta Pel KB di

Duscah Kebupaton ffota

HmyodmmSamumunmngP\ﬂaymKB A

P Keh B dan"
Rep '---ld.'lFﬂlltlms" hatan t 1k jaringan dan
e,

Dukungan operasional pelayanan KB Bergerak

Wmmmmw
Tingkat D Kalb
nl .... lay dan Pombi

‘mnm ;
|Penguatan Peran serta O isasi K i 1 dan

Mitra Kerja Lainnya dalam Pelaksanaan Pelayanan dan
Pembinaan Kesertaan Ber-KB

Fasilitagi Pengelolaan Dapur Sehat Atasi Stunting (DASHAT)
i Kampung Kehuarga Bericualitas

Pelal dan Pengelolaan Pro Bangga Kencana di

Kmpa.mgmrga“




NO

PROGRAM FPRIORITAS

OUTCOME

KEGIATAN /SUB KEGIATAN

PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)

Meningkatnya Hnnbc:daymdmperanmmasym-akat dalam

Keluarga S

(KS)

F g Keluarga
mmmmmm

gelolaan Ketahanan Keluarga Melalui Pusat Pelayanan
mmmmmsj

Omntasl dan pelatihan telenis pcn@loln lgemlmumdaa
kesejahterann keluarga ( BKB,BKRBKL PPKS,PIK-R dan
Pemberdayaan Ekonomi Kefuarga / U/PPKS)

Penyediaan Biaya Operasional bagi Kelompok Kegiatan
KﬂahamdanﬂemphmmKﬂwiBKB BKR BICL,
PPKS,PIK-R dan Usaha Peningh Pe
Akseptor (UPFKA)

Pembentukan Kelompok Ketal dan Kesejahteraan
Kehuarga {Bina Keluarga Balita (BKBJ, Bina Kehiarga Remaga]
(BER), Pusat lnformasi dan Koseling Remaja {PIK-R) Bina
Keluarga Lansia (BKL), Unit Peningkatan Pendapatan
Keluarga Sejahiera (UPPKS] dan Pemberdayaan Ekonomi
Kehiarga)

. dan Peningl: mmw
mmrmmmm
dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan
mummm

Partisipasi Mitra Keu:dan Organisasi Kemasy

dalmm Penggeral ial Permbi Progr
Punba:m.ml(ehm-ga

Pmmns; dan Soamﬂaaal ngram
dan Ki




Tabel 4,5 INDIKATOR KINERJA UTAMA DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

, TARGET TAHUN
NO INDIKATOR SATUAN 2025{ 2026| 2027 2028] 2029] 2030

1|Total Fertility Rate { TFR ) PERSEN 2,15 2,14 2,14 2,14 2,13 2.13
Angka kelahiran remaja umur 15-19

2|Tahun ( Age Spesific Fertility Rate / ANGKA 19 18 17 16 15 15
ASFR 15-19)

Angka prevalensi Kontrasepsi Modern/

3 Modern Cotraceptive ( mCPR ) PERSEN 73,50 74,50 |75,50 |76,50 |77,50 |[77,50
Persentase kebutuhan ber KB tidak | pppqpy 870 |865 (860 [855 (850 |[825
terpenuhi (unmeet need)

Cakupan Anggota Bina Keluarga Balita (
5 BKB ) yang Ber-KB PERSEN 89 90 92 94 95 95




Tabel 4,6 INDIKATOR KINERJA KUNCI DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

TARGET TAHUN
NO INDIEATOR _ SATUAN_ 2025 2026 2027| 2028 2029 2030
Total Fertility Rate ( TFR ) PERSEN
2,15 2,14 2,14 2,14 2,13 213
1
i , i : PERSEN
Angka pre'valcnm Kontrasepsi Modern/ Modern 73,50 74.50 75.50 76,50 7750 77,50
2|Cotraceptive ( mCPR ) : _ . )
) ) PERSEN
Persentase kebutuhan ber KB tidak terpenuhi 8.70 8,65 £.60 8,55 8,50 8.25
(unmeet need)




POHON KINERIA
DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
KOTA BANDAR LAMPUNG
TAHUN 2025 -2029

MENINGKATIGAN KUALITAS SOM MELALUI PELAYANAN KESEHATAN DAN PENDIDIAN MASYARAKAT

SASARAN
: T 7 STE
ouTCOME b i
Meningkatnys Hawl Penilalan Akuntabinas Kinerja Penduduk den Keluarge oieh at Kota Bandar
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Jumlah Kajian Dampak
Kependudukan

CROSS CUTTING PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK

Total Fertility Rate ( TFR )
Angka kelahiran remaja umur 15-19 Tahun ( Age Spesific Fertility Rate / ASFR 15-19 )

Adanya Peta Demografi
Kependudukan

CAPAIAN Total Fertility Rate (
TFR ) dan Angka kelahiran
remaja umur 15-19 Tahun (

Age Spesific Fertility Rate /

ASFR 15-19)

Jumlah Data dan
Informasi Keluarga yang
Tersedianya




CROSS CUTTING PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)
Persentase kebutuhan ber KB tidak terpenuhi (unmeet need)

Angka prevalensi Kontrasepsi Modern/ Modern Cotraceptive ( mCPR )

Pelaksanaan Advokasi,
Komunikasi, Informasi dan
Edukasi (KIE) Pengendalian
Penduduk dan KB Sesuai
Kearifan Budaya Lokal

CAPAIAN Persentase
kebutuhan ber KB tidak
terpenuhi (unmeet need)
Dan Angka prevalensi
Kontrasepsi Modern/
Modern Cotraceptive
(mCPR)

Pemberdayaan dan
Peningkatan Peran Serta
Organisasi Kemasyarakatan
Tingkat Daerah
Kabupaten/Kota Dalam
Pelaksanaan Pelayanan dan
Pembinaan Kesertaan Ber-
KB

Kegiatan
Pendayagunaan
Tenaga Penyuluh

KB/Petugas lapangan

Kegaiatan Pengendalian dan
pendistribusian Alat dan
Obat Kontrasepsi Serta
Pelaksanaan Pelayanan KB di
daerah Kabupaten/Kota



CROSS CUTTING PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)

IKU CAKUPAN ANGGOTA BINA KELUARGA BALITA ( BKB ) Yang Ber KB

PERSENTASE KUALITAS
ANGGOTA BINA
KELUARGA BALITA

Pelaksanaan dan Peningkatan
Peran Serta Organisasi
Kemasyarakatan Tingkat
Daerah Kabupaten/ Kota
dalam Pembangunan Keluarga
Melalui Pembinaan Ketahanan
dan Kesejahteraan Keluarga

Pelaksanaan Pembangunan
Keluarga melalui Pembinaan
Ketahanan dan
Kesejahteraan Keluarga

Persentase keluarga yang
mengikuti kelompok
kegiatan ketahan
keluarga



BAB V
PENUTUP

Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pengendalian Penduduk dan
Keluarga Berencana Kota Bandar Lampung Tahun 2025-2029 ini
merupakan dokumen yang menjadi acuan dasar bagi pelaksanaan
tugas pokok dan fungsi Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga
Berencana Kota Bandar Lampung selama periode Tahun 2025-2029
mengikuti periode berlakunya RPJMD Kota Bandar Lampung. Renstra
Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Bandar
Lampung ini, memiliki kedudukan yang sangat vital dan strategis
dalam pelaksanaan urusan perencanaan pembangunan selama 5
(lima) tahun ke depan untuk menjadi petunjuk arah, tujuan, sasaran,
strategi, kebijakan, program dan kegiatan penyelenggaraan
pemerintahan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Dinas
Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Bandar Lampung.
Selain itu untuk menjamin keberhasilan pelaksanaan Renstra Dinas
Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Bandar
Lampung Tahun 2025-2029, setiap tahun akan dilakukan
pengawasan dan evaluasi sebagai wujud penyelenggaraan
pemerintahan yang akuntabel dan transparan. Apabila diperlukan
akan dilakukan revisi muatan Renstra termasuk indikator-indikator
kinerjanya yang pelaksanaannya dan mekanisme yang berlaku tetap
mengacu pada RPJMD Kota Bandar Lampung Tahun 4025-2029.
WALI KOTA BANDAR LAMPUNG,

EVA DWIANA
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